
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Baral [Lcrnbaran Negara R.J. 
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lcmbaran Negara R.I. 
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
undang Nornor 6 Tahun 2000 {Lernbaran Negara R.I. Tahun 
2000 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara R.J. Nomor 
3961); 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupatcn Halmahera Selatan, 
Kabupatcn Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur 
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara R.I. Nomor 4264); 

a. bahwa dalam rangka mclaksanakan Instruksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2020 tcntang Pcningkatan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kcschatan Dalam Pencegahan 
dan Pcngcndalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Penyusunan Perturan Kepala Daerah Dalam 
Rangka Pcncrapan Disiplin dan Pcncgakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 Di Daerah, maka perlu 
rnenetapkan Peraturan Bupati teruang Penerapan Disiplin 
dan Pcnegakan Hukurn Protokol Kcschatan Sebagai Upaya 
Penccgahan dan Pcngendalian Corona Virus Disease 2019 di 
Kabupatcn Halrnahcra Sclatan: 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan scbagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pencrapan Disiplin dan Pencgakan Hukum Protokol 
Kcschatan Scbagai Upaya Pcnccgahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakal (Lernbaran Negara R.l. Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara R.I Nomor 

Tahun 2008 tentang 
Bencana (Lem baran 

Tambahan Lembaran 

12. 

1 1. 

10. 

9. 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 3J Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan a ntara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Negara R.I. 
Nornor 44 38}'. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara R.f. Nomor 4286}; 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Negara R.I. Nomor 4967); 

7. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan 
Negara R.I. Nomor 4264); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tah un 2011 Len tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dc.:ngan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Pcrubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 20 l I ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan [Lcrnbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 20 \ 9 Nornor 183, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembarar. Negara RI Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah); 
Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Merrular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 344 7L 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah Kepada Pemerintah, 
Laporan Pertanggung Jawaban Kcpala Daerah Kepada DPRD, 
dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 
4693); 
Peraturan Pcmerintah Nomor 21 
Penyelenggaraan Penanggulangan 
Negara Tahun 2008 Nomor 42, 
Negara Nomor 4828L 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera 

Se Iatan. 
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan 
5. Rumah Sakit Umum Oaerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan yang 

selanjutnya disebut RSUD Labuha 
6. Sadan Penaggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penaggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Se\atan 
7. Satuan Palisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Halmahera Selatan 
8. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid - I 9 

Pasal l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI K.ABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
TENTANG PENERAPAN D\S\PUN DAN PENEGhKAN HUKUM 
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 
DAN PENG EN DALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

14. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyclcnggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lemabara Negara R.L Nomor 604 l}~ 

15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
fndonesia Tahun 20 I B Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

17. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam 
Nageri Nornor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangun Daerah; 

18. Instruksi Mcntcri Dalam Ncgcri Nornor 4 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Penyusurian Perturan Kepala Daerah Dalam 
Rangka Penerapan Disiplin dan Pencgakan Hukum Protokol 
Keschatan Scbagai Upaya Pcncegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 Di Daerah 

19. Peraturan Oaerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Halmahcra Sclatan (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 ); 
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b) Bagi Pelaku Usaha, Pengclola, Pcnyclenggara atau Penanggungjawab 
tempat dan fasilitas umum : 

1) Sosiahsasi, edukasi dan penggunaan berbagai media infonnasi untuk 
mcmberikan pengcrtian dan pemahaman mcngcnai pcncegahan dari 

bcrupa masker yang menutupi 
jika harus keluar rumah atau 
yang tidak diketahui status 

Subjck pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib melaksanakan dan 
mematuhi protokol kesehatan antara lain mcliputi · 
a) Bagi perorangan 

l) Menggunakan aJat pclindung diri 
hidung dan mulut hingga dagu, 
bcrintcraksi dengan orang lain 
kesehatannya; 

2) Mencuci tangan secara tcratur mcnggunakan sabun dengan air 
mengalir; 

3) Pembatasan interaksi f1sik I physical distancing) ;dan 
4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan rnenerapkan prilaku hidup 

becrsih dan sehat ( PHBS); 

Bagi an Kcd ua 

Kcwajiban 

Pasal 4 

Subjck Pcngaturan ini meliputi : 
a. Pcrorangan ( melakukan 4M, memakai masker,mcncuci tangan, menjaga 

iarak dan mcnghindari kerumunan ); 
b. Pclaku Usaha ( mcnyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan 

dan pcngunjung yang datang l dan; 
c. Pcngclola, Pcnyelcnggara atau Pcnanggungjawab tcmpat dan fasilitas 

umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan 
pengunjung yang datang) 

Bagian Kcsatu 

Subjck Pengaturan 

Pasal 3 

BAB Ill 

PELAKSANAAN 

a. Pclaksanaan; 
b. Monitoring dan Evaluasi: 
c. Sanksi; 
d. Sosialisasi dan Partisipsi;dan 
c. Pendanaan 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati i.n.i adalah : 

Pasal 2 

BAB II 

RVANG LINGKUP 
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Pasal 7 

(I) Bagi Perorangan, pelaku usaha, Pengelola, Penyelenggara a tau 
Penanggungjawab ternpat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban 
scb aimana dimaksud dalam pasal 4 dikcnakan sanksi 

BAB V 

SANKS I 

Pasal6 

Oinas Kesehatan, RSUD Labuha, Sadan Penanggulangan Bencana Daerah dan 
Satuan Po\isi Pamong Praia untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
pclaksanaan Peraturan Bupati ini 

BAB\V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Ternpat dan fasilits umum rneliputi: 
a. Pcrkantoran/ tempat keria, usaha dan industri; 
b. Sekotab / institusi pendidikan lairmya; 
c. Tempat lbadah; 
d. Stasiun , terminal, pelabuhan, dan bandar udara 
c. Transportasi Umum 
f. Toko, pasar modercn, dan pasar tradisonal; 
g. Apotik dan toko obat: 
h. Warung makan, rumah makan , cafe dan restoran: 
1. Pcdagang kaki lima/lapak jajanan; 

J. Pcrhotelan / penginapan lain yang sejenis; 
k. Tcmpat wisata; 
I. Fasilitas pelayanan kesehatan; 
m. Arca publik, tempat lainnya yang dapat mcmungkinkan adanya 

kerumunan masa; dan 
n. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol 

kcschatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

Bagian Ketiga 

Ternpat dan Fasilita s Umum 

Pasal 5 

2J Pcnvcdiaan sarana cuci Langan pakai sabun yang mudah di akses dan 
mcmenuhi standar atau pcnyediaan cairan pembcrsih Langan ( hand 
sanitizer); 

3} Upaya identifiksi ( oervapisan] clan pernanlauan kcsehatan bagi setiap 
orang yang akan bcraktifitas dilingkungan kerja; 

4) Upaya pengaturan jaga jarak; 
SJ Pcmbcrsihan dan disinfeksi lingkungan sccara bcrkala; 
6) Pcnegakan kedisiplinan pada prilaku rnasyarakat yang beresiko dalam 

penularan dan tertularnya Covid- 19; 
7). Fusilitsi dctcksi dini dalam pcnanganan kasus untuk mengantisipasi 

pcnycbaran Covid-19 
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........................... ~~ 

Segala Biava yang diperlukan untuk mclaksanakan pcrturan bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupten 
Halmahera Selatan dan surnbcr-surnber lain yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 9 

PENDANAAN 

BAB Vll 

(I) Diria s Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi /edukasi cara 
penccgahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyrakat. 

(2) Dalarn pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan melibatkan forum komunikasi pirnpinan dacrah dan partisipasi 
serta peran serta : 
a. Masyarakat; 
b. Pcmuka agama; 
c. Toko Adat; 
d. Toko Masyarakat; dan 
c. Unsur masyarakat lainnya 

Pasal8 

BAB VI 

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI 

b}. Bagi Pclaku Usaha, Pengelola, Penyelervggara atau Penanggungiawab 
tcmpat dan fasilitas umum : 

l) Teguran lisan a tau teguran tertulis; 
2) Denda Administratif 
3) Pcnghentian sementara operasional usaha 
4) Pencabutan Izin Usaha 

(3) Dalarn pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) bcrkoordinasi dengan kemcntrian/ Lcrnbaga tcrkait, Tentara Nasional 
Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus 
Tugas Daerah 

(2) Sa k si pclanggaran pcncrapan protokol kcschatan dalarn pcncegahan dan 
pengedalian Covid-19 sebagaimana dirnak sud pada ayat ( 1) berupa : 

a). Bagi perorangan 

I) Tcguran lisan a tau tcguran tcrtulis; 
2) Kcrja sosial; 
3) Dcnda Administratif; dan 
4) Penerapan saknsi disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
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TTD 
ILH/\M /\BUB/\KAR, SH 
Nip. 19690307 200212 1 008 

KEPALA OAGIAN IIUKUM 

Salman Se suai dengan aslinya 

SERITA OAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020 

NO MOR .. 

TAN, 

2020 sept ember 

B 

2020 Ditctapkan di Labuha 
pada tan -ptember 

Agar sctiap orang mengctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Dacrah Kahupatcn Halmahera 

Se Iatan. 

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal cliundangkan 

Pasal lO 

81\8 VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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